
 

 

 
 

BUPATI SUMENEP 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI SUMENEP 

NOMOR 103 TAHUN 2022 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP 

NOMOR 121 TAHUN 2022  
TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUMENEP, 

 

Menimbang 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Mengingat 
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a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 142 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan 
Jangka Penjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka untuk 

mewujudkan sinergitas antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi 
berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, 

perlu adanya penyempurnaan terhadap Rencana 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu melakukan Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 121 Tahun 
2022 tentang Peraturan Bupati tentang Rencana 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 

2023. 
 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4335); 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor 4663);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 225); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan    Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara 

Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik 
Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang 
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan 

Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo 

- Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, 
serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 225); 

16. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan 
Jangka Penjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1114); 

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 

2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2009 Nomor 1 Seri E); 
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 

Nomor 7); 
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 

2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 38 Seri E) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 

Nomor 41 Seri E); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10); 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Menetapkan     

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
: 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumenep Tahun 2021 Nomor 3); 

28. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 121 Tahun 2021 

tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 

2021 Nomor 121); 

29. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 

2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep 

Tahun 2021 Nomor 66) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita 

Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 20); 

30. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten 

Sumenep Tahun 2022 Nomor 45). 

 
MEMUTUSKAN 

 

 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 121 TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN 
SUMENEP TAHUN 2023. 

 

Pasal I 

 
Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Sumenep 

Nomor 121 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten 
Sumenep Tahun 2021 Nomor 121) diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 
 

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah pada 

masing-masing Perangkat Daerah disajikan paling sedikit 
memuat : 

BAB I : Pendahuluan. 

BAB II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 

Perangkat Daerah.  

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. 

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat 

Daerah. 

BAB V : Penutup. 
 

 



Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Sumenep. 

 
 

 

 
Ditetapkan di : Sumenep 

pada tanggal  : 

 
BUPATI SUMENEP 

 

 
 

ACHMAD FAUZI 
 

Diundangkan dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sumenep 
Tanggal : 30 Desember 2022 

Tahun : 2022 Nomor : 103 

SEKRETARIS DAERAH 

 Ttd. 

Ir. EDY RASYADI, M.Si 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19650808 199003 1 014 
 


